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PENDAHULUAN 

 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam pembiayaan pembangunan daerah 

yang memiliki peran strategis dalam meningkatkan kemandirian fiskal. Dalam konteks otonomi 

daerah, pemerintah daerah dituntut untuk mampu mengoptimalkan seluruh potensi pajak yang 

dimiliki guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu jenis pajak yang memiliki 

kontribusi signifikan adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). PBB-

P2 merupakan pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan bumi dan bangunan oleh 

masyarakat. Seiring dengan perkembangan wilayah perkotaan, potensi penerimaan dari sektor ini 

semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah daerah melakukan berbagai upaya untuk 

mengoptimalkan penerimaan PBB-P2, salah satunya melalui pelaksanaan sensus pajak. 
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 The purpose of this study was to analyze the effective level of 

Land and Building Tax for Rural and Urban Areas (PBB-P2) is one 

of the main components of Local Own-Source Revenue (PAD) that 

plays an important role in supporting regional development 

financing. However, the realization of PBB-P2 revenue in 

Mustikajaya District, Bekasi City, during the 2019–2024 period has 

not yet achieved the established targets. This condition indicates the 

existence of problems in the management and optimization of 

regional tax potential. This study aims to analyze the effectiveness of 

the implementation of the PBB-P2 tax census, identify the inhibiting 

factors, and examine the efforts made to overcome these obstacles. 

The research uses a qualitative approach with data collection 

techniques through interviews, observations, and documentation. 

The results show that the implementation of the PBB-P2 tax census 

in Mustikajaya District has not been fully effective. This is 

influenced by several factors, including low taxpayer awareness, 

limited human resources, technical constraints in data updating, and 

the suboptimal use of information technology in the regional tax 

system. Efforts made to address these obstacles include increasing 

public awareness through socialization programs, updating the tax 

database regularly, strengthening inter-agency coordination, and 

improving tax information systems. Therefore, more comprehensive 

and sustainable strategies are needed to enhance the effectiveness of 

the tax census and optimize PBB-P2 revenue as a source of local 

revenue. 
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Sensus pajak dilakukan untuk memperbarui data objek dan subjek pajak sehingga dapat 

mencerminkan kondisi riil di lapangan. Dengan adanya data yang akurat, diharapkan penerimaan 

pajak dapat meningkat sesuai dengan potensi yang ada. Namun demikian, Sensus pajak dilakukan 

untuk memperbarui data objek dan subjek pajak sehingga dapat mencerminkan kondisi riil di 

lapangan. Dengan adanya data yang akurat, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat sesuai 

dengan potensi yang ada. Namun demikian, berdasarkan hasil pengamatan dan data yang diperoleh, 

realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi selama periode 2019–2024 

masih belum mencapai target yang ditetapkan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan 

sensus pajak belum berjalan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk 

menganalisis efektivitas sensus PBB-P2 dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah, 

mengidentifikasi faktor-faktor penghambat, serta menganalisis upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah daerah dalam mengatasi hambatan tersebut. 

 

KAJIAN PUSTAKA 

 

1. Pajak Daerah : Menurut Mardiasmo (2016:14): “Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada 

Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 

Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 

2. Pendapatan Asli Daerah : menurut Menurut Thamrin Simanjuntak dalam Halim (2004:94), 

pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam 

wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Thamrin Simanjuntak dalam Halim (2004:94) menjelaskan 

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah merupakan 

pendanaan daerah yang bersumber dari sumber ekonomi asli daerah yang terdiri dari atas pajak 

dan sumber daya alam. Pendapatan asli daerah yang bersumber dari pajak adalah : Pajak Hotel, 

Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, Bea 

Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. 

3. Efektivitas : Mengukur efektivitas yang dilakukan pada sebuah organisasi bukan merupakan 

suatu hal yang sederhana, karena suau efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan 

sesuai dengan masing masing peneliti yang menilainya berdasarkan konsep yang telah ada. 

  

METODE PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data 

menggunakan observasi dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya: Bapak 

Marsan Suganda , SE, MM selaku Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Mustikajaya, Bapak 

Tirmawan selaku Staff Pelaksana Sensus Pajak PBB-P2 di Kecamatan Mustikajaya, Bapak Cagam 

Pt. Timah Karya Persada Properti Selaku Wajib Pajak PBB-P2 dari kalangan institusi di 

Kecamatan Mustikajaya, Bapak Syahrul Rizky selaku Wajib Pajak PBB-P2 dari kalangan 

perseorangan di kecamatan Mustikajaya, Bapak Agus Subagio S.AP., MA. selaku Dosen STIAMI 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

1. Peneliti akan membahas dengan menggunakan teori James L. Gibson (2019:76) dengan 

menjelaskan beberapa variable-variabel yang sangat berperan penting dalam 

keberhaslan evektivitas yaitu sebagai berikut : 

 

1) Kejelasan tujuan merupakan unsur penting dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi 

dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2), Tujuan yang dirumuskan secara jelas 

akan menjadi pedoman bagi aparatur pemungut pajak serta memberikan pemahaman 

kepada wajib pajak mengenai arah dan capaian yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah. 

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan pihak yang terkait, pada tahun 

2018 pencapaian target PBB menunjukkan bahwa tujuan pemungutan pajak telah 

dirumuskan dengan jelas dan dipahami oleh pihak terkait, tercermin dari realisasi yang 

melampaui target. Namun,pada periode 2019-2024, terjadi penurunan presentase realisasi 

yang mengidikasikan bahwa tujuan pemungutan PBB belum sepenuhnya dipahami atau 

belum tersosialisasi secara efektif kepada wajib pajak, selain itu, peningkatan target yang 

signifikan tanpa mempertimbangkan kemampuan pelaksanaan di lapangan menyebabkan 

ketidaksesuaian antara tujuan yang ditetapkan dan kondisi riil. Jadi dapat disimpulkan 

bahwa kejelasan tujuan pemungutan PBB pada tahun 2018 tergolong baik, sedangkan 

pada periode 2019–2024 belum optimal akibat lemahnya sosialisasi dan penetapan target 

yang kurang realistis. 

2) Kejelasan Strategi Pencapaian Tujuan 

Strategi Pencapaian tujuan diperlukan untuk memastikan target PBB dapat direalisasikan 

secara efektif melalui Langkah-langkah operasional yang terencana dan terukur. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait bahwa pada tahun 2018, strategi 

pemungutan PBB dinilai telah terstruktur dengan baik, antara lain melalui pendataan objek 

pajak yang akurat, penagihan yang tepat waktu, serta koordinasi antar petugas di lapangan. 

Penurunan efektivitas pada tahun 2019-2024 menunjukkan bahwa strategi yang digunakan 

berjalan secara konsisten dan belum mampu menjawab tantangan yang munul dilapangan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa strategi pemunguta PBB perlu dievaluasi dan diperbaiki 

agar lebih konsisten, terutama dalam aspek sosialisasi, penagihan, dan pengawasan. 

3) Proses Analisis dan Perumusan Kebijakan 

Proses analisis dan perumusan kebijakan merupakan dasar dalam penetapan target PBB 

agar sesuai dengan potensi dan kondisi daerah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pihak terkait bahwa Penurunan realisasi PBB sejak tahun 2019 menunjukkan bahwa 

proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya berbasis pada analisis data yang akurat. 

Peningkatan target yang tidak didukung oleh pemutakhiran data objek pajak menyebabkan 

kebijakan yang dihasilkan kurang realistis dan sulit diimplementasikan. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa Perumusan kebijakan PBB perlu didasarkan pada analisis potensi 

yang objektif agar target yang ditetapkan lebih rasional dan dapat dicapai. 

4) Perencanaan yang matang 

Perencanaan yang matang sangat diperlukan untuk mendukung keberhasilan pemungutan 

PBB, mulai dari penyusunan program hingga evaluasi pelaksanaanya. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pihak terkait bahwa realisasi pbb pada tahun 2019-2024 yang selalu 

berada di bawah target menunjukkan adanya kelemahan dalam perencanaan, seperti 

kurangnya pemutakhiran data objek pajak, minimnya evaluasi program sebelumnya, serta 
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kurangnya penyesuaian perencanaan dengan kondisi social ekonomi Masyarakat. Jadi 

kesimpulannya Adalah perencanaan pemungutan PBB belum berjalan optimal dan perlu 

diperbaiki melalui evaluasi dan penyesuaian yang berkelanjutan. 

5) Penyusunan Program yang Tepat 

Penyusunan program yang tepat sasaran bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan dan 

kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban PBB. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pihak yang terkait bahwa Keberhasilan pemungutan PBB pada tahun 2018 

mennjukkan bahwa program yang disusun telah sesuai dengan kebutuhan wajib pajak. 

Namun, pada tahun-tahun berikutnya, program yang dijalankan belum mampu 

meningkatkan realisasi penerimaan secara signifikan, sehingg dinilai kurang tepat sasaran. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa program pemungutan PBB perlu disesuaikan dengan 

kebutuhan dan karakteristik mwajib pajak agar lebih efektif. 

6) Tersedianya Sarana dan Prasarana Kerja 

Sarana dan Prasarana kerja menjadi faktor pendukung utama dalam pelaksanaan 

pemungutan PBB khususnya dalam pendataan dan penagihan. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pihak yang terkait bahwa penurunan realiasai PBB pada tahun 2019-

2024 juga dipengaruhi oleh keterbatassan sarana dan prasarana, seperti belum optimalnya 

sistem pendataan digital dan teknologi penagihan. Jadi dapat disimpulkan bahwa 

Peningkatan sarana dan prasasrana kerja sangat diperlukan untuk menunjang efektivitas 

pemungutan PBB. 

7) Sistem Pengawasan dan pengendalian yang Bersifat Mendidik 

Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik bertujuan untuk 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak melalui pembinaan dan pengawasan yang 

berkelanjutan. Berdasarkan Hasil wawancara dengan pihak yang terkait bahwa pda tahun 

2018, pengawasan pemungutan PBB sudah berjalan dengan efektif. Namun, pada periode 

2019-2024, pengawasan belum optimal, terlihat dari menurunnya realisasi penerimaan dan 

Tingkat kepatuhan wajib pajak. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengawasan pemungutan 

PBB perlu diperkuat dengan pendekatan edukatif dan konssten agar dapat meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak. 

 

2. Hambatan dalam Efektivitas Sensus Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan 

Mustikjaya Kota Bekasi. 

 

Dalam proses Efektivitas Sensus Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Mustikjaya 

Kota Bekasi memiliki beberapa kendala /hambatan dalam Sensus Pajak Bumi dan Bangunan 

di Kecamatan Mustikajaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak yang terkait bahwa 

penurunan efektivitas penerimaan PBB tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan 

merupakan akumulasi dari berbagai hambatan yang saling berkaitan, Hambatan utama terletak 

pada penetapan target penerimaan yang belum sepenuhnya disesuaikan dengan potensi riil dan 

kemampuan pelaksanaan di lapangan. Target yang relatif tinggi sejak tahun 2019 tidak 

diimbangi dengan peningkatan kapasitas pemungutan, sehingga menyebabkan kesenjangan 

yang konsisten antara target dan realisasi. Selain itu, sistem pendataan objek pajak yang belum 

optimal turut menjadi faktor penghambat dalam pemungutan PBB. Data objek pajak yang 

tidak sepenuhnya mutakhir, baik terkait perubahan kepemilikan, perubahan fungsi bangunan, 

maupun objek pajak baru yang belum terdaftar, menyebabkan potensi pajak belum tergali 

secara maksimal, kondisi ini berdampak langsung pada ketepatan penetapan besaran pajak 

serta efektivitas proses penagihan. Hambatan lainnya terlihat pada aspek pelaksanaan 
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penagihan dan pengawasan, Masih tingginya tunggakan PBB menunjukkan bahwa mekanisme 

penagihan belum berjalan secara optimal dan belum didukung oleh sistem pengawasan yang 

kuat serta berkelanjutan. Pengawasan yang belum sepenuhnya bersifat mendidik dan konsisten 

mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. Dari sisi wajib pajak, rendahnya kesadaran dan kepatuhan juga menjadi 

hambatan signifikan. Sebagian masyarakat belum memahami secara menyeluruh peran 

strategis PBB sebagai sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk pembiayaan 

pembangunan. Kondisi ini diperparah oleh dampak sosial ekonomi akibat pandemi COVID-19 

pada periode 2020–2021, yang menurunkan kemampuan bayar wajib pajak dan berdampak 

pada meningkatnya tunggakan pajak hingga tahun - tahun berikutnya. 

 

3. Upaya yang dilakukan akan hambatan yang terjadi dalam Efektivitas Sensus Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi. 

 

Dari hambatan-hambatan yang terjadi dalam Efektivitas Sensus Pajak Bumi dan Bangunan 

Perkotaan dan Perdesaan di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, tentunya ada Upaya yang 

dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diantaranya : 

1) Pemutakhiran Data Secara Berkala 

Sensus PBB perlu dilakukan secara rutin untuk memastikan data objek dan subjek pajak 

selalu mutakhir, terutama terkait perubahan kepemilikan, fungsi bangunan, dan objek 

pajak baru. 

2) Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Penggunaan sistem pendataan berbasis digital dan basis data terpadu diperlukan untuk 

meningkatkan akurasi, mempercepat proses sensus, dan memudahkan pembaruan data. 

3)  Peningkatan Kapasitas Aparatur 

Kompetensi dan jumlah petugas sensus perlu ditingkatkan melalui pelatihan dan 

dukungan sarana prasarana agar pelaksanaan sensus lebih efektif 

4)  Penguatan Sosialisasi Kepada Wajib Pajak 

Sosialisasi yang sederhana dan berkelanjutan perlu dilakukan agar masyarakat memahami 

tujuan sensus PBB dan bersedia memberikan data yang benar 

5) Integrasi Hasil Sensus Dengan Penetapan PBB 

Hasil sensus harus dimanfaatkan secara optimal sebagai dasar penetapan NJOP dan 

besaran PBB agar potensi pajak dapat tergali secara maksimal. 

Semua Upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan akurasi dan kelengkapan data objek 

serta subjek pajak, memperkuat efektivitas pelaksanaan sensus PBB, serta memastikan hasil sensus 

dimanfaatkan secara optimal dalam penetapan dan pemungutan PBB. Dengan demikian, potensi 

Pajak Bumi dan bBangunan dapat tergali secara maksimal, tingkat kepatuhan wajib pajak 

meningkat, dan efektivitas penerimaan (PBB-P2) sebagai sumber pendapatan daerah dapat 

ditingkatkan secara berkelanjutan. 

KESIMPULAN 

 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab-bab 

sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai Analisis Efektivitas Sensus Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB- P2) dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan 

Pajak Daerah di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi, sebagai berikut : 
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1. Secara keseluruhan, rata-rata efektivitas PBB pada periode 2018 – 2024 berada pada kisaran 

79%, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan pemungutan PBB di Kecamatan Mustikajaya 

belum mampu mencapai target secara optimal. Dengan presentase realisasi di tahun 2018 

sebesar 112,75%, tahun 2019 sebesar 80,68%, tahun 2020 sebesar 69,83%, 2021 sebesar 

71,96%, 2022 sebesar 77,98%, tahun 2023 sebesar 76,05, dan tahun 2024 sebesar 76,41%. 

Penurunan efektivitas ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap beberapa aspek, seperti 

penetapan target, strategi penagihan, sistem pendataan objek pajak, serta peningkatan sosialisasi 

dan pelayanan kepada wajib pajak. 

2. Hambatan yang terjadi dalam efektivitas sensus pajak bumi dan bangunan perkotaan dan 

perdesaan di kecamatan mustikajaya kota bekasi dalam rangka peningkatan penerimaan pajak 

daerah adalah terletak pada penetapan target penerimaan PBB yang belum sepenuhnya 

disesuaikan dengan potensi riil dan kemampuan pelaksanaan di lapangan. Selain itu, sistem 

pendataan objek pajak yang belum optimal menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan 

sensus PBB. Data objek pajak yang belum sepenuhnya mutakhir, seperti perubahan 

kepemilikan, perubahan fungsi bangunan, serta objek pajak baru yang belum terdaftar, 

menyebabkan potensi pajak belum tergali secara maksimal. Kondisi ini berdampak langsung 

pada ketidaktepatan penetapan besaran pajak dan menurunnya efektivitas proses penagihan. 

Hambatan lainnya terlihat pada aspek penagihan dan pengawasan. Masih tingginya tunggakan 

PBB menunjukkan bahwa mekanisme penagihan belum berjalan secara optimal serta belum 

didukung oleh sistem pengawasan yang kuat, konsisten, dan berkelanjutan. Pengawasan yang 

belum sepenuhnya bersifat mendidik juga berkontribusi terhadap rendahnya tingkat kepatuhan 

wajib pajak. Dari sisi wajib pajak, rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat 

terhadap peran strategis PBB sebagai sumber pendapatan daerah turut menjadi hambatan 

signifikan. 

3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam efektivitas sensus Pajak Bumi dan 

Bangunan (PBB) di Kecamatan Mustikajaya Kota Bekasi meliputi penyesuaian target 

penerimaan yang lebih realistis dan berbasis pada potensi riil daerah serta capaian tahun 

sebelumnya, disertai dengan peningkatan kapasitas pemungutan di lapangan. Selain itu, 

dilakukan pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkala melalui pelaksanaan sensus 

PBB yang didukung pemanfaatan teknologi informasi dan integrasi data antar instansi guna 

meningkatkan akurasi pendataan. Pada aspek penagihan dan pengawasan, penguatan 

mekanisme penagihan yang konsisten, berkelanjutan, dan bersifat edukatif, serta penerapan 

sanksi administratif secara proporsional menjadi langkah penting untuk menekan tunggakan 

pajak. Dari sisi wajib pajak, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai 

peran strategis PBB sebagai sumber pendapatan daerah perlu terus dilakukan dengan melibatkan 

perangkat wilayah dan tokoh masyarakat. Selain itu, pemberian kebijakan keringanan atau 

relaksasi pembayaran bagi wajib pajak yang terdampak kondisi sosial ekonomi pascapandemi 

diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dan mendukung keberlanjutan penerimaan PBB. 
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